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PRO'VII{SI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGI(AT
NOMOR t2 TAI{UN 2018

TENTANG
KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM

PEMBER,IAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

tsUPATI LANGI{AT,

Menimbang: a, bahwa dalam rangka melindungi serta memastikan
terpenuhinya hak - hak tenaga kerja dalam mendapatkan
jaminan keseha.tan nasional dan meningkatkan lcepesertaan
penyelenggara jaminan sosial kesehatan menuju Uniuersal
.Health couerage 01 Januari2o19, pemerintah Daerah ciatarn
hal ini berwenang untuk tidak memberikan pelal,anan publik
tertentu kepada Pemberi Iierja sebagaimana dimal<sud da.lam
ketentuan Uncl4ng-Undang Nomor z Tahun 1gB1 tentang
wajib Lapor I(etenagakerjaan di perusahaan serta pasai S
ayat (2) huruf c dan Pasal B a1,s1 (3) peraturan pemerintali
Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata cara pengenaan sanksi
Administratif I{epada pernberi Kerja selain -penyelenggara
Negara dan setiap orang, seiai' pemberi Kerja, peterjalian
Penerima Ba,tuan Inran Daram penyele,ggu.uon Jaminan
Sosial;

Mengingat : 1.

h. bahu,a berclasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a perru meneta.pkin peratur:an er.rpati tentangKe*rajiban Kepesertaan Janrinan x"s.t,ui,rr, Ivasional cialamPc-mberian pelayanan pr.rblil<,l.er ten tu;

Undang unda'g Nomor T Drt rahun 1956 tenta,g
fembentukan Daerah otonom Kabupate.r-xuurputen DaiamLingkungan propi.si snnratera qr;il-"'^1i.Hur.r,, iriegaraRepublik Indonesia Tah,n 19s6 ivomor is, TambahanLembaran Negara Republik Incionesia Nomor lO92);
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a279);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahurr 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4/+56);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Itepublik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O38);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20ll tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2)ll Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan ](edua atas Undang-Undang Nomor
23 'la.hun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan
Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 5687);

Peraturan Penrerintah Nomor 5 Tahun Ig82 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingl<at II Langkat
dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai I(e liota
Stabat dalam Wilayah Kabupaten daerah Tingkat il Langl<at
(Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun I9B2 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nornor 10 Tal-run 1986 tentang
Perubahan Batas Wilat,ah I(otamaclya Daerah 'lingkat Il
Binjai, I(abuopaten Daerah Tingkat II Langkjat dan
I(abupaten Daerah'l'ingkat II DeloiSerCang (Lembaran Irlegara
Repubtik Indonesia Tahun 16986 Nomor 11);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2olg tentang Tata
cara Pengenaan sanksi Administratif Kepada pemberi

$"-rjl Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang,
Selain Pemberi Kerja, Pel<erja, Dan penerima Bantuan
iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan sosiai (Lembaran
Negara Republil< Inclonr:sia Tahun ZOl3 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negar-a Rcpublik Inclonesia Nomor
SaB r);
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10。 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013
Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 20t6 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun
2013 tentang Jarninan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 62)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang pembentukan
Perangkat Daer:ah l(abupaten Langkat (Lembaran daerah
tahun 2016 nomor 1, tambahan lembaran daerah nomor 29)

MEMUTUSKAN:

:PDRATURAN    BIIPATI    TENTANG

１
■

Menetapkan KEWAJIBAN
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NAS10NAL DALAM
PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU。

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal l

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupnten Langkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Lrnsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin .pelaksanaan Urusan Pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah otonorn.

Bupati adalah Bupati Langkat. :.

Badan Penyelenggara Jaminan sosial I(esehataan, yallg selanjutnya
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan Pro gram J aminan I(e s ehatan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Un:san Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah,

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha mar-lpun yang ti<iak
melakukan usaha yang meiiputi Berseroarr terbatas, perseroan
komancliter, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik llegara (BUMN),
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
benh.r.k apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkurnpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik,

3.
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5.

6.
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organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan
hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga
kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk iain.

B. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah,
atau imbalan dalam bentuk lainnya dan tenaga kerja mandiri/pelaku
ekononii.

Izin adalah izin yang diberikan oleh pernerintah daerah kepada setiap
orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan daiam
rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Pelayanan Publik Tertentu adalah. kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan
peraturan perr,rndang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang
disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang
sejenisnya.

Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang
diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah
terkait, meliputi: Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin
Usaha Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Perdagangan,
Izin Klinik, Izin Apotek, Izin I(esehata.n dan Keselamatan Kerja, lzin
Praktik Dokter, Izin Industri Rumah Tangga", Izin Operasional Sekolah,
Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kurstrs, izirr Warung Internet,
lzin Penyelenggaran Peiatihan, lzin lJsaha Perikanan, lztn
Penangkapan Ikan, lzin Kapal Pengangl<utan lkan, Izin Trayek, Tanda
Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Pelayanan
publik tertentu lair.,rnya yang terkait dengan usaha.

L2. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk
menjamin seluruh rakyat agar d.apat memenuhi kebutuhan dasar hidup
yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya
masyarakat yarrg sejahtera, adil, Can makmur.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnl'a disingkat BPJS
adalah badan hukum yang dibentuk ur:tuk menyelenggarakan program
jaminan sosial.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

Iuran adalah sejumlah uang yang.dibayar secara teratur oleh peserta,
pemberi kerja, clan/atau penyelenggera negara dan/atau pemerintah.

16. unit Pelayanan Publik rertentu terdiri dari perangkat Daerah.
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17. Sanksi administratif adalah tidak mendapatl<an layanan publik tertentu
dari unit pelayanan publik instansi pemerintah daeralt atas permintaan
Badan Penyelenggara atau insiatif Pemerintah Daerah tanpa permintaan
dari Badan Penyelenggara.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bu.pati ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak tenaga
kerja dalam mendapatkan Jaminan I(esehatan Nasional untuk memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak dalam reingl<a meningkatkan perlindungan
dan kesejahteraan bagi Pemberi Kerja dan Pekerja serLa meningkal-}<an
kepesertaan penyeleggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III
SASATTAN K,EPESERTAAN

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan progam Jaminan Kesehatan Nasional adalah:
1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukr.un atau tidak, milil< orang

perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik s'uvasta
maupun milik Negara/ Daerah yang mernpekerj akan pekerj a/ buruh dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain termasuk perusahaan-
perusahaan Sub Kontraktor dan Pernsahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja
yang mendapatkan pekerjaan/kontrak di Kabupaten Langkat yang
mempunyai pengurus dan mempeker-lakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Penerirna bantuan sumber dana dari APBD yang tersedia pacta setiap
Pera.ngkat Daerah dapat diikutsertakan. meni adi peserta BPJS l(esehatan.

4. Pegarvai Kerja Ticlak Tetap (Non PNS) atau dengan sebutan lainnya yang
berada di setiap Perangkat Daerah diikutsertakan dalam Program Jarninan
I(esehatan Nasional.

5. Kepala Desa dan Perangkat Desa seiain PNS 1,ang berada di Pemerintahan
Desa dapat diikutsertakan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
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BAB IV
KEⅦ「A」IBAN KEPESERTAAN JAMINAN I【 ESEHATAN NASIONAL
DALAM PEMBERIA、 N PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasa1 4

Sctiap pemberi ker」 a dalam mempcrolch pelayanan publik tertentu dari
Pemcrintah Dacrah wttib melampirkan fotokopi sertiikat kepesertaan
」anlinan Kesehatan Nasional dan buktilunas pembayaran iuran terakhir
kepesertaan 」aminan Keschatan Nasional。

Fotokopi Sertiflkat kepesertaan」 anlinan Kesehatan Nasional dan bukti
lunas pembayaran iuran terttkhir   kepcsertaan 」anlinan Sosial
Keschatan scbagailnana dimaksud paoa ayat(1)讐 erupakan syarat
tambahan dalam pembcrian pelayanan publik tertentu olch Pcmerintah
Dacrah。

Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dibcrlakukan
terhadap pcmberian pelayanan publik tertentu,meliputi:
a.Pcrizinan tcrkait usaha;
b.izin yang diperlukan dalam mengikuti te,der proyek;
c.izin perpattangan memperkcttakan tenaga ketta asing;
do izin operasiOnal perusahaan penycoiajasa peke」 a/buruh;dan
e。 lzln inendirlkan bangunan.
fo pengurusan kclengkapan adrninistratif danソ ang stteniS,ya.

Khusus bagi pemohon yang berbentuk Badan terhadap perrnohonan izin
mendirikan bangunan tetap diberlakukan syarat― syarat tambahan
sebagaimana dirnaksud pada ttat(2)・

Bagi setiap pemohon perorangan atau Badan yang men10hon izin
rnendirikan bangunan  sebagailnana dimaksud pada ayat(4)huruf e
Walib mengikutsertakan pckettanya dalam  kcpesertaan progranl jasa
konstruksi jarrlinan sosial kcschatan,apabila akan memulai mcndirikan
bangunan.

Sctiap pemohon perorangan atau Badan scbagairnana dirnaksud Pada
ayat (5)wttib membuat surat pernyataan untuk mengikutsertakan
pekerJa bangunan dalam kcpesertaan program」 asa konstruksl Janlinan
kesehatan nasional.

BAB V
PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasa1 5

Pembcrian pelayanan publik tertentu dilaksanakan olch sclurtlh Pcrangkat
Daerah yang nlembidangi pclそ vanan pllblik pada instansi pemerintah
dacrah sampai tingkat kecamatan.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



-7-

Pasal 6

Perangkat Daerah yang rnelaksanakan fungsi dan kewenangan dalam
memberikan perizinan terkait usaha dan atau sejenisnya, terkait
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional r,vajib melaksanakan:

1. Mempersyaratkan pihak-pihak yang akan mengurus perizina.n tertentu
antara iain Izin Usaha, Izin Mengikuti 'i'ender Proyek, Perpanjangan lzin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Izin Perursahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh'dan lzin Mendirikarr Bangunan (lMB) dan Pengurusan
kelengkapan administratif yang sejenisnya, untuk ikut serta dalam
kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Pembinaan dan Pengawasan terkait dengan kepatuhan dalam rangka
implementasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Memproses permintaan pengenaan dan pencabutan sanksi administratif
dalam hal pelanggaran kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
yang diatur dalam peraturan perundan.gan.

Pasal 7

Dalam ranglca memastikan kervajiban pemberi kerja dan untuk kepastian
hak Tenaga Kerja clalam memperoleh pelayanan optimal maka cliwajibkan
bagi Perusahaan Daerah, Perusahaan Besar, Sedang dan Kecil, Perusahaan
Jasa Alih Daya, Sub l(ontraktor, Koperasi, Yayasan dan Perguruan Tinggi
Swasta yang berdomisili dan operasionalnya berada di wilayah Kabupaten
Langkat maka harus mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke dalam Program Jaminan
Kesehatan Nasional BPJS I(esehatan di Kabupaten Langhat sehingga
wajib lapor dan pengawasan dan pela5/anan yang optimal dapat lebih
efektif dirasakan manfaatnya oleh seluruh pel<erja.

2. Melaporkan upah yang sebenarnya clan membayar iuran BPJS
Kesehata.n dengan tepat waktu.

3. Upah yang dilaporkan adalah batas Upah Minimum Kabupaten Langkat
yang berlaku tahun berjalan dan batas atas upah sesuai dengan Perpres
No 19 Tahun 2016

BAB.VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasa1 8

Pcmberi  Ketta  yang nlelanggar  ketentuan  sebagairnana dirnaksud
dalam Pasa1 3, Pasa1 4 ayat(1), ayat(5), ayat(6), dan Pasa1 7 dikenai
sanksi adnlinistratif.
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Sanksi adrninistratif sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) adalah tidak
mendapat pelalranan publik tertentu dengan mengacu pada Peraturan
Pemerintah l?epublik Indonesia Nomor 86 'lahun 20 13 yakni :

a. tidak dapat diterbitkan izin terkait'usaha;
b. tidak dapat diterbitkan izin mengikuti tender proyek ;

c. tidak dapat diterbitkan izin perpanjangan mempekerjakan tenaga
kerja asing;

d. tidak dapat diterbitkan izin operasional perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh; dan

e. tidak dapat diterbitkan izin mendirikan bangunan.
f. tidak berhak dalam pengurusan kelengkapan administratif dan

sejenisnYa' 
Pasar 9

Pengenaan sanksi dan pencabutan tidak mendapat pelzryanan publik
tertentu sebagaimana dimaksr-rd dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh unit
pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah atas rekomendasi BPJS
Kesehatan atau inisiatif Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi BPJS
Kesehatan.

(2)Pengenaan sanksi sebagaimana dirnaksud pada ayat(1)haruS tCrlebih
dahulu diveriflkasi dan ditindaklattuti Oleh unit Pclayanan Publik pada

instansi penlerintah daerah yang rnengeluarkan sanksi`

BAB VII
HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 10

(1) Pernerintah daerah dalarn pelaksanaan pemberian pelayanan publik
tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Kesehatan diatur
tersendiri melalui rapat kerja yang dituangkan daiam bentuk rencana
kerja.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (i) bertujuan untuk
meningl<atkan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

(3) Dalam hal rnelakurkan O..,g**orunl dan pembinaan bersarna terkait
kepatuhan, BPJS Kesehatan dapat bel<erjasama dengan Perangkar Daerah
terkait meialui pembentukan tim pembinaan dan pengawasan yang
ditetapka.n dengan keputusan bupati.

BAB VHI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ll.

Peraturan Bupatiini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.




